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PERATIJR{N
Rf,K'IOR TiNIVf, RSITAS SEBELAS MARET

NOMOR J2 TAHUN 2O2O

Tetltang

Pf, NYELENGGARAAN DAN PENGI'I,OLAAN PENDIDIKAN PROGRAM
DIPLOMA

DENCAN RAII}IAT TTIIIAN Y.1NG MAIIA ESA
RUKTOR T]NTI'ERSI'I'AS SEBEI,AS MARE'T

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di
Universitas Sebelas Maret yang memberikan kesempatan luas
kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi,
penyelesaian studi tepat waldu, berdaya saing, dan memiliki
kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang diploma, perlu
pengatuan mengeai penyelenggaraan dan prengelolaan pendidikan
yang komprehensif;

b. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan vokasi di lingkungan
Universitas Sebelas Maret dapat memenuhi standar nasional
pendidikan sebagaimana diamanalkan dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dipandang perlu untuk
melakukan pengaturan kembali penyelenggaraan dan pengelolaan
pendidikan vokasi di Universitas Sebelas Maret sesuai dengan
tuntutan pencapaian standar nasional yang berlaku;

c. bahwa Peraturan Rektor Nomor 583fuN27/HK/2016 tentang
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Diploma dan
Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2018 tentsng Organisasi dan
Tata Kerja Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret perlu
disesuaikan untuk dap@t mengikuti dinamika penyelenggaraan dan
pengelolaan pendidikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraluran Rektor
Universitas Sebelas Maret tentang Penyelenggaman dan
Pengelolaan Pendidikan Program Diploma.

l. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tenlang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repulik Indonesia
Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(lembaran Negara Republik lndoncsia Tahun 2005 Nomor 157,
tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45E6);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuka.
Pemturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomer 69, Lembar Negara Republik Indonesia Nomer 5871),

6. Peratuan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Repulik lndonesia
Tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi (lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 16);

8. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 24):

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun
2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia Bidang Pendidikan Tingg (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 831);

10. Peraturan M€nteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 26 Tahun 20l6 tentang Rekognisi Pembelajaran l.ampau
( Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 723);

l l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program
Diploma dalam Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1500);

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 59 Tahun 2018 tentang ljazah, Sertifikat Kompelensi,
Senifikar Profesi, Gelar, dan Tau Cara Penulisan Celar di
Perguruan Tinggi ( Be.ita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor I768);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun
2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47 )1

14. Peraturan Menieri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun
2020 tentang Akreditasi Progam Studi dan Perguruan Tinggi
( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No
73 l€'h:'Jl,l, 201,7 tentang Organisasi dan Tata Keda Universitas
Sebelas Maret(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2017
nomor 1470;

16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 12449/MlKPl20l9 tentang
Pengangkatan Rektor Universitas Seb€las Maret Periode Tahun
2019-2023:.

17. Peraturan Reklor Universitas Sebelas Maret Nomor
6l l,tlN27/KP/2016 tentang Kode Etik Dosen Universilas
Sebelas Maret.



Menetapkan

MEMTITUSXAN :

PERATTJRAN R.EKTOR T]NI}'ERSITAS SEBELAS MARET
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Palal I

Dalam peratumn rektor ini yang dimaksud dengan:
l. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret
2. Rektor adalah Rektor lJniversitas
3. Sekolah Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung, yang didalamnya terdiri

dari program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola prendidikan vokasi atau
prol'esi dalam beberapa rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di
lingkungan Universitas.

4. Direktur adalah Direktur Sekolah Vokasi dan sebagai penanggung jawab utama dalam
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi Program Studi yang berada di
bawahnya.

5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki
kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalanr satu jcnis pendidikan vokasi
daD./atau profesi di lingkungan Sekolah Vokasi.

6. Kepala Prognm Studi adalah p€mimpin tertinggi di tingkat program srudi yang
benanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di prognm studi vang
dipimpinnya.

7. Program Vokasi adalah program pendidikan tinggi yang diselengggarakan untuk tujuan
menyiapkan mahasiswa agar memiliki keahlian terapan tenentu, meliputi Program
Diploma III dan Sarjana Sain Terapan untuk Program Diploma IV

8 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmurvan dengan tugas utama
mentmnsfortnasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengaMian kef,ada masyarakat

9. Rekognisi Pembelajaran tampau, yang selanjutnya disebut RPL adalah pengakuan atas
capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal atau
informal, dar/atau pengalaman ke{a ke dalam pendidikan formal.

10. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang mengaMikan diri dan diangkat untuk
menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga
administrasi, laboran, teknisi, pranaa laboratorium pendidikan, dan pranata rknik
informasi.

ll. Pembimbing Akademik, yang selanjutnya disebut PA, adalah dosen di lingkungan
Sekolah Vokasi yang ditunjuk oleh Rektor dengan tugas untuk membimbing
mahasiswa di bidang akademik dan bidang lain yang dapat memperlancar studi
mahasiswa.

12. Mahasiswa adalah peserta didik program studi yang terdaftar dan belajar di Sekolah
Vokasi

13. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu
program studi di Sekolah Vokasi.

14. Mahasiswa Pindahan adalah malasisrva perguruan tinggr lain yang pindah ke Sekolah
Vokasi atau mahasiswa yang pindah antar program studi pada jenjang yang sama di
Sekolah Vokasi.

15. Mahasiswa Alih Jenjang adalah mahasiswa yang mendaftar ke jenjang yang setingkat
lebih tinggi, baik yang berasal dari Program Studi di Univeritas maupun luar
[Jniversitas setelah melalui tes khusus.

16 Mahasiswa Asing adalah mahasiswa dari luar negeri yang mengambil kuliah atau
pengakuan kredit mata kuliah pada Sekolah Vokasi.



17 Mahasiswa peserta penukaran pelajar adalah mahasiswa berdsal dari progam studi
yang terakeditasi dan terdaftar pada Pangkalan Data pendidikan Tinggi (pD Dikti).

l8 Registrasi Administrasi adalah proses kegiatan untuk m€mperoleh status terdaftar
sebagai mahasiswa.

19. Registrasi Akademik adalah kegiatan unhrk dapat mengikuti perkuliahan pada semester
bersalgkutan dengan cara mengisi kartu rencana studi (KRS) sesuai dengan aturan
yang berlaku.

20. Pengisian KRS adalah proses pendaftaran mata kuliah yang akan ditempuh pada
semester yang bersangkutan.

21. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada
suatu lingkungan belajar

22. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjumya disingkat SN DIKTI, adalah
satuan standar yang moliputi standar nasional pendidikan. standar nasional ;renelitian.
dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.

23. Standar Nasional Pendidikan adalah kiteria minimal tentang pembelajaran pada
jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik lndonesia.

24. Kerangka Kualifikasi Nasional lndonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah
kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,
menyelarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan
kerja serta pengalaman kerja dalam nngka pemberian pengakuan kompetensi kerja
sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai settor.

25. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untul me*.ujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar mahasiswa secam aktif mcngembangkan potensi dirin),a
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasaq akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakal,
bangsa, dan negara.

26. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengaturan mengenai perencanaan, lrengawasan,
pemantauan, evaluasi, dan pembinaan serta pengorganisasian pelaksanaan pendidikan
untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah Vokasi.

27. Pengelolaa,], Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya
pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah Vokasi.

28. Prognm Pengakuan Krcdit, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pengambilan mata
kuliah tertentu oleh mahasiswa antar Program Studi di lingkungan Sekolah Vokasi, atau
mahasiswa dari luar Universitas baik dari dalam maupun luar negeri, atau mahasiswa
dengan Perguruan Tinggi di luar Universitas baik dalam maupun luar negeri, dan
mengil-uti perkuliahan serta penilaian s€suai dengan per&tunn dan mekanisme yang
ditetapkan ol€h Program Studi/Sekolah Vokasi/ Perguruan Tinggi penyelenggara, yang
diatur melalui kerjasama kelembagaar Program Studi/Sekolah Vokasi/ pergu.uan

Tinggi.
29. Kurikulum adalah seperangkat r€ncana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajamn untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

30. Satuan Krcdit Semester, yang selanjutnya disingkar sks, adalah takaran waku kegiatan
belajar yang dib€bankan pada mahasiswa;rer minggu p€r semester dalam proses
pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besamya p€ngakuan atas
keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program
studi.

31. Sistem Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah suatu sistem
penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan sks untuk menyatakan beban studi
mahasiswa, beban keda dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan
program

32. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16
(enam belas) minggu; termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

33. Praktikum adalah bentuk pembelajaran yang meliputi kegiatan laboratorium, kegiatan
lapangan, dan kegiatan praktik terstruktur lainnya, sesuai dengan sifat bidang studi.



l1 Laboratorium adalah unit penunjang akademik yang digunakan untuk melaksanakan
kegiatan Tri Dharma berupa laboratorium tertutup, labolatorium lapangan, studio,
bengkel, dan tempat praLlik.
Pembimbingan adalah kegialan bimbingan keprada mahasiswa dalam pembelajaran
Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan, penganalisisan, dan
pengi erpretasran informasi akademik untuk mengukur pencapaian hasil beiajar
mahasiswa.
Skor adalah angka hasil penilaian yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa
dalam suatu penilaian pembelajaran.
Nilai adalah takaran capaian pembelajaran yang diberikan oleh dosen berdasarkan pada
skor hasil penilaian, yang menunjukkan tingkat kompetensi mah&siswa dalam suatu
mata kuliah tertentu dengan menggunakan aluran tertentu.
Indeks Prestasi Semester, yang selanjutnya disingkat IPS adalah tingkat capaian
pembelajaran mahasiswa dalam satuan semester yang dihitung dengan cara
menjumlahkan perkalian antara nilai mata kuliah yang ditempuh dengan bobot kredit
masing-masing mala kuliah dibagi keseluruhan atau total kredit yang diambil dalam
satuan semesler.
Indeks Prestasi Kumulatif, yang selanjutnya disingkat tPK adalah tingkat caparan
pembelajaran mahasiswa pada akhir studi dalam besaran nilai yang dihitung d€ngan
cara menjumlahkan perkalian antara nilai setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks
mata kuliah bersangkutan dibagi denganjumlah sks atau total kredit yang ditempuh.
Tugas Akhir, yang selanjutnya disingkat TA adalah karya ilmiah yang dihasilkan oleh
mahasiswa melalui proses pembimbingan oleh doscn pembimbing dengan
menggunakan kaidah dan norma penulisan karya ilmiah berdasarkan hasil kajian
lapangan, laboratorium, pustaka, dan/atau kajian lain yang sesuai dengan bidang
keilmuannya, sebagai p€rsyaratan akhir untuk memperoleh gelar ahli madya atau
sadana sain terapan.
Capaian Pembelajaran Lulusan, yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan
lulusan yang diinginkan setelah mahasiswa menyelesaikan pembelajaran yang
menggambarkan secara spesifik kemampuan p€ngetahuan, kelemmpilan, nilai dan
sikap serta kinerja yang realistis dan terukur.
Capaian Pembelajamn Mara Kuliah, yang selanjutnya disingkar CPMK adalah
kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata
kuliah dan benifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah
tersebut.
Rencana Pemb€lajaran Semester, ya.g selanjutnya disingkat RPS adalah perenaanaan
proses pemb€lajarsn untuk suatu mata kuliah yang ditetapkan oleh dosen se.am
mandiri atau dalam satu kelompok keilmuan untuk memenuhi standar proses
pembelajaran sesuai dengan SN Dikti.
Surat keterangan pendamping ijazah, yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen
yang memuat informasi tentang p€ncapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan
pendidikan tinggi bergelar
Kelas intemasional adalah kelas perkulialan yang diikuti oleh mahasiswa dari dalam
darl/atau luar negeri, yang dalam penyelenggaraan pembelajarannya menggunakan
standar intemasional.
Pembelajaran Remedial adalah proses perbaikan nilai bagi mahasiswa yang belum
mencapai standar kelulusan mata kuliah, dilakukan oleh dosen p€ngampu mata kuliah
yang bersangkutan, melalui proses p€mbelajaran ulang, penugasan, responsi, dan/atau
tugas lain yang relevan, dilaksanakan pada akhir semester setrelum waktu yudisium.
Selang studi adalah keadaaan seseorang mahasiswa berhenti mengikuti kegiatan
akademik seb€lum menyelesaikan semua mata kuliah, tetapi tetap memenuhi kewajiban
registrasi dan perencanaan studi.
Tidak ahif studi adalah keadaaan ses,€orang mahasiswa berhenti mengikuti kegiatan
akademik sebelum program studi selesai tetapi tidak memenuhi kewajiban regisrrasi
dan pcrencanaan studi.
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Penjaminan mutu pendidikan merupakan aktivitas asesmen mutu !,enyelenggaraan
pendidikan.
Kuliah dalam jaringan yang selanjutnya disebut daring adalah implementasi pendidikan
jarak jauh kepada mahasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan akses lerhadap
p€mbelajaran yang bermutu.
Benruk Pembelajaran merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom
dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan
sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
Program Merdeka Belajar, yang selanjutnya disingkat PMB, adalah hak belajar tiga
semester di luar Program Studi dengan memberi kebebasan pada mahasiswa
mengambil sks di luar Program Studi.
Magang Industri dilakukan melalui sistem pembelajaran terpadu. merupakan
pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memadukan proses pembelajaran
melalui perkuliahan dan ke{a secara profesional serta berkelanjutan.

Sekolah Vokasi menyelenggarakan program pendidikan vokasi dan profesi.
Program pendidikan vokasi di Sekolah Vokasi terdiri atas Program Studi Diploma III
dan Pro$am Studi Sarjana Terapan/Diploma IV
Pro$am pendidikan vokasi bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota
masyarakat yang mempunyai standar kompotensi lulusan yang mencakup sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang meliputi keterampilan umum dan keterampilan
khusus sebagaimana yang digariskan dalam KKNI dan SN DIKTL

BAB Itr
KEDUDUKAN, TUGAS, FTINGSI, DAN TATA KELOLA SEKOLAH VOI({SI

P83al 3

(l) Kedudukan Sekolah Vokasi adalah setara Fakultas, berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Rektor.

(2) Pembinaan Sekolah Vokasi seca.a fungsional akademik dilakukan oleh Wakil Rekror
Bidang Akademik

(3) Progam Studi berada dalam pembinaan dan penjamin mutu Sekolah Vokasi.
(4) Tata kelola peyenggaraan program studi diselenggaman terpusat di Sekolah Vakasi.

Pasal,l

Tugas pokok Sekolah Vokasi adalah;
a. menyelenggarakan dan mengkoordinasi pelaksanaan pendidikan, pembinaan dan

pengembangan akademis, serta melaksanakan pelayanan administrasi akademik
Sekolah Vokasi untuk menjamin baku mutu pendidikan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. melakukan pembinaan dan penjaminan mutu akademik terhadap penyelenggaraan
pendidikan vokasi;

c. meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan Sekolah Vokasi;
d. melaksanakan kegistan layon&n administrosi pada Sekoleh Vokasi.

Pasal5

(l) Program studi diploma berkedudukan dan dikelola oleh Sekolah Vokasi, baik di dalam
maupun di luar kampus utama.

BAB II
TT]JTIAN PROCRAM PENDIDIXAN

Pasal2



(2) Sekolah Vokasi dapat mengajukan pendirian Program Studi baru kepada Universitas
sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku

(3) Pembukaan atau p€nutupan Program Studi diploma diatur dalam ketentuan terpisah
sesuai dengan peratuian perundang-undangan.

Pasal 6

Sekolah Vokasi mempunyai fungsi: merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan, dan
mengkoordinasikan p€nyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidikan dan pengajaran.
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 7

Organisasi Sekolah Vokasi terdiri atas
a. Direktur dan Wakil Direkruc
b. Bagian Tata Usaha;
c. Program Studi; dan
d. Laboralorium,/Bengkel/Studio.

Pasal 8

I
2

Sekolah Vokasi dipimpin oleh seorang Direktur
Direktur mempunyai tugas:
a. memimpin, mengarahkan, menetapkan kebijakan umum, mengkoordinasi bidang

keilmuan dan pengembangan staf, serta melaksanakan kegiatan administrasi umum
dan keuangan dalam penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah vokasi.

b. mengkoordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan penjaminan mutu
penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan Kepala Pro$am Studi di lingkungan
Sekolah Vokasi.

Dalarn melaksanakan tugasnya, Direktur b€nanggungjawab langsung kepada Rekor
Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
Persyaratan untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Direktur ditetapkan sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

Pasrrl9

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Direktur
Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor
Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur
Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I ) terdiri atas:
a. Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni;
b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan;
Persyaratan pengangkatan Wakil Direktur ditetapkan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

Pasal l0

Program Studi dipimpin oleh seorang Kepala Progam Studi
Kepala Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan dan
pertimbangan Direktur
Persyaratan untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Kepala Prognm Studi
serta masajabotannya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas
Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Program Studi bertanggung jawab kepada
Direktur.

(3)
(4)
(5)

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(l)
(2)

(3)

(4)



Pasal I I

( l) Laboratoriurn/Bengkel/Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan
pendidikan di lingkungan Sekolah Vokasi.

(2) Laboratorium/Bengkel/Studio dipimpin oleh kepala yang berasal dari tenaga fungsional
yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan caba[g ilmu pengetahual
dan teknologi.

(3) Kepala Laboratorium,Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Progam Studi.

Psssl 12

(1) Bagian Tata Usaha merupakan unit kelompok jabatan fungsional di lingkungan
Sekolah Vokasi.

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian
Tala Usaha yang befianggungjawab kepada Direltur

(3) Kepala Bidang Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(4) Persyaratan untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha

serta masajabatannya diatur sesuai dengan peratwan yang berlaku-

Prsal 13

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1l mempunyai tugas melaksanakan
layanan akademik dan kemahasiswaan, serta urusan perencanzum, keuangan, kepegawaian,
ketatalaksaraan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, pengelolaan baBng milik
negara, dan pelaporan di lingkungan Sekolah Vokasi.

Pasal l4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Tata Usaha
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusar penyusunan rencana, program, dan anggaran,
b. pelaksanaan urusan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat di lingkungan sekolah vokasi;
c. pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumnidi lingkungan sekolah vokasi;
d. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan sekolah vokasi;
e- pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian di lingkungan sekolah vokasi;
f pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaaan, dan pengelolaan barang milik

negara di lingkungan selolah rokasr.
g. pelaksanaan pengelolaan data sekolah vokasi, dan
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sekolah vokasi.

Pasal 15

Bagian Tata Usaha Sekolah Vokasi terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan dan lnformasi.
b. Subbagian Akademik;
c. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni; dan
d. Subbagian Keuangan dan Umum.

Pasal 16

(1) Subbagian Perencanaan dan lnformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a
mempunyai tugas melakukan urusan pen).usurum rencana, progam, dan anggaran
sekolah vokasi, pengelolaan data dan layanan informasi, serta evaluasi dan pelaporan.

(2) Subbagian Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hurufb mempunyai rugas



melakukan urusan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.

(3) Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal l3 hurufc
mempunyai tugas melakukan layanan kemahasiswaan dan alumni.

(4) Subbagian Keuangan da. Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d
mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan,
ketatalaksanaan, kepegawaian, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan
sekolah vokasi

BAB IV
PENGELOLAAN KEGIATAN. ANGGARAN DAN SARANA PRASARANA

Pssal l7

(l) Sekolah Vokasi mengelola dana sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
dan/atau dana dari sumb€r lain yang sah s€suai ketentuan dan mekanrsme yang
berlaku untuk penyelenggaraan pendidikan di tingkat Sekolah Vokasi dan Program
Studi.

(2) Sekolah Vokasi mengelola sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawabnya

untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan secara efektif dan efisien di
tingkat Sokolah Vokasi dan Pro$am Studi.

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan dana dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan (3) mengacu pada SN Dikti.

(4) Mahasiswa b€rkebutuhan khusus/disabilitas mendapatkan layanan khusus sesuai

keburuhannya dan kemampuan institusi.
(5) Ketentuan mengenai layanan khusus bagi mahasiswa berk€butuhan khusuydisabilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Keputusan Rcktor.
(6) Ketentuan mengenai pendanaan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu diatur

secara terpisah.
(7) Pembiayaan kegiatan pembelajaran merdeka belajar diatur lebih lanjut dalam

Keputusan Rel1or.
(8) Kepala Program Studi menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dan

penganggaran program studi dengan mengacu pada rencana strategis bisnis (Renslra
Bisnis) dan Indikator Kinerja Utama (lKU) Universitas.

(9) Penetapan rencana kegiatan dan anggaran serta penilaian p€laksanaan rencana kegiatan
dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh Direktur.

(10) Kepala Program Studi menyampaikan laporan kinerja proglam studi kepada Direktur
sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku di Universitas.

(11) Administrasi akademik dan administrasi keuangan mengikuti prinsip sentralisasi
administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).

(12) Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administmsi keuangan program
studi yang diselenggarakan di Sekolah Vokasi diatur oleh Direktur dengan
memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan mampu menumbuhkan
pencitraan yang positif sena sesuai degan ketenluan peraturan perundangan yang
berlaku.

(13) Pengelolaan sarana dan prasamna sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku di
Universitas.

BAB V
DOSEN DAN Tf,NAGA KEPENDIDIKAN

Pasal l8

(l) Dosen prognm diploma terdiri dari Dosen Tetap Sekolah Vokasi dan Dosen Indusfi
yang berasal dari dunia usaha dan dunia industri.

(2) Dosen Tetap Sekolah Vokasi ditingkatkan kualifikasi dan kompetensrnya sesuai
kebutuhan Program Studi.



(3) Peningkatan kualifikasi Dosen dilakukan m€lalui studi lanjut program doktor (53)(4) Peningkatan kompetensi Dosen sesuai bidang yang dibutuhkan program studi
dilakukan melaluit
a. pelatihan peningkatan kompetenst.
b. senifikasi kompetensi dar/atau profesi; dan
c. magang industri.

(5) Dosen wajib memiliki sertifikat kompetensi dan/atau profesi sesuai bidang kompetensi
yang dipersyaratkan Program Studi.

(6) Magang industri bagi Dosen dilaksanakan selama I (satu) semester setara densan
b€ban keia dosen (BKD) sebanyak 20 (dua puluh) sks.

(7) Dosen Tetsp Sekolah Vokasi mengajar mat8 kuliah (MK) Teori di kampus dan bersama
dengan Dosen industri bisa mengajar kuliah Industri maupun magang industn

(8) Dosen tndustri mengajar pada kuliah Industri dan magang industri
(9) Program Studi dapat memberikan p€nugasan mengampu mata kuliah kepada Dosen

yang mempunyai kualifikasi sebagai berikut:
a. Dosen Tetap Sekolah Vokasi yang mempunyai kualifikasi akademik paling rendah

lulusan magister atau magtster terapan yang relevan dengan mata kuliah progr.am
Studi yang diampu.

b. Dosen dari perguruan tinggi lain yang mempunyai kualifikasi akademik paling
rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan mata kuliah
Program Studi yang diampu.

c. Dosen industri yang mempunyai kualifikasi sebagai tenaga profesional yang
mempunyai reputasi nasional atau yang mempunyai sertifikat profesi.

d. Tokoh masyarakat yang mempunyai rekamjejak dar/alau prestasi berskala nasional.
(10) Tugas Dosen yang mengampu mata kuliah pada program Studi meliputi semua

kewajiban yang diatur dalam sks dan panduan kurikulum pendidikan tinggi yang
ditetapkan oleh Universitas.

( I 1) Dosen yang mengampu mala kuliah pada P.ogam Studi ditelapkan oleh Direktur

Pasal l9

(l) l enaga kependidikan meliputi te.aga fungsional umum, renaga fungsional renentu, dan
unsur lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan program diploma

(2) Tenaga kependidikan yang ditugaskan di Sekolah Vokasi harus memenuhi standar
kualifikasi tenaga kepsndidikan sesuai dengan SN DIKTI

(3) Tenaga pendukung pelayanan teknis dan administratif ditetapkan dengan Keputusan
Rektor

BAB VI
REKOCNISI PEMBELAJARAN LAMPAI]

Pasal 20

{l) Tipe RPL yang diselenggarakan adalah:
a. tipe Al;
b. tipe A2; dan
c. tipe Bl.

(2) RPL Tipe Al sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a adalah metode pengakuan
lerhadap hasil belajar yang b€rasal dari pendidikan formal di pcrguruan tinggi, sebagai
proses alih kedil, hasil pengal-uan yang dit€roleh adalah keputusan tentang pengakuan
alih kredit.

(3) RPI- Tipe A2 sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b adalah metode pengakuan
tcrhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal, nonformal, informal,
dsn/atau pengalaman kerja yang dilakukan dalam dua tahap yaitu: asesmen dan
rekognisii hasil pengakuan yang diperoleh adalah keputusan tentang pengakuan lumlah
sks dan mata l-uliah yang Diakui.

(4) RPL Tipe Bl sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c adalah pembelajaran



(s)
(6)

daruatau pengalaman masa lampau yang dapat berasal dari pendidikan formal,
nonformal, informal dan/atau pengalaman keia untuk mendapatkan pengakuan
kesetaraan dengan kualifikasi pada tingkatan KKNI tertentu.
Hasil RPL Tipe Al dan RPL Tipe A2 dipergunakan untuk Mahasiswa Alih Jenjang.
Hasil RPL Tipe Bl dipergunakan untuk penyetaraan kualifikasi dierbitkan melalui:
a. Keputusan Rektor tentang Pengakuan Kesetaraan Instruktur
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pengakuan Kesetaraan

Dosen
BAB VII

PENERIMAAN MAEASISWA BART]
Pasal 21

Penerimaan mahasiswa baru mengikuti ketentuan yang berlaku di Universitas.
Sekolah Vokasi dapat mengajukan usulan mengenai besamya jumlah daya tampung
mahasiswa baru yang akan diterima di setiap Program Studi sesuai dengan sumber daya
yang tersedia.
Penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas,berkebutuhan khusus dan
mahasiswa pertukaran pelajar diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB VIII
KOMPETENSI LULUSAN, BEBAN DAN MASA BEI,AJAR

Pasal22

Lulusan program vokasi wa.1ib memenuhi standar kompetensi lulusan yang telah
dirumuskan dalam CPL sesuai yang ditetapkan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional
lndonesia (KKNI) program diploma dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN
Dikti), Standar Universitas Sebelas Maret dan ketentuan asosiasi program studi.
Rumusan CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat disetarakan jumlah dan
rumusannya sesuai ketentuan sertillkasi/akeditasi intemasional.
Rumusan CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan (2) digunakan sebagai
acurn utama pengembangan standar isi p€mb€lajaran, proses pembelajaran, penilaian
pembelajaran, dosen dan lenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran,
p€ngelolaan p€mbelajaran, dan pembiayaan pembelajaran sena sebagai dasar dalam
penyusunan kurikulum
Progam Studi wajib merumuskan kurikulum mengacu pada CPL.
P€n),usunar L-urikulum dan rumusan CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mengacu peda Panduan Penyusunan KuriL-ulum Pendidikan Tinggi, KKNI, dan SN
Dikti.
Lulusan Prognm Diploma lll sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan
dan keterampilan tertenlu secara umum.
Lulusan Program Sarjana Terapan/Diploma IV paling sedikil menguasai konsep teoritis
bidarg pengetahuan dan keterampilan tedentu secara umum dan konsep teoritis bagian
khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam-
Mahasiswa wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang kompetensi }ang
dipersyaratkan Program Studi sebagai syamt kelulusan.

(l)
(2)

(3)

)

\2)

(j)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

Pasal 23

(l) Beban belajar mahasiswa program diploma ditentukan oleh Program Studi sesuai
dengan kurikulum yang berlaku.

(2) Beban belajar Program Diploma III paling sedikit 108 (seratus delapan) sks dan
dirancang untuk diselesaikan oleh mahasiswa selama 6 (enam) semester.

(3) Beban belajar program Diploma IV paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks

dan dirancang untuk diselesaikan oleh mahasiswa selama 8 (delapan) sem€s1er.
(4) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester.



(5) Beban belajar mahasiswa pada scmester satu dan dua disediakao dalam bentuk
paket yang besamya disesuaikan kurikulum yang berlaku di progam studi.

(6) Setelah dua semester tahun p€rtama, mahasiswa dapat mengambil beban belajar
sesuai dengan IPS yang dicapai, dengan ketentuan sebagai berikut.
a. IPS <1,50 maksimal: 12 sks:
b. IPS 1,50-1,99 maksimal: 16 sks;
c. IPS 2.00-2.49
d. rPS 2,50-2,75
e. IPS 2,76-3,00
f. tPS >3.00

maksimal: l8 sks:

maksimal: 20 sks;
maksimal: 22 sks: dan
maksimal: 24 sks.

(7) Satu sks pada bentuk pembelajaran kuliah, rcsponsi, dan tutorial terdiri atas:
a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit f,er minggu per semester;
b. kegiatan penugasan tersfuktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;

dan
c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menil per minggu per semester.

(8) Satu sks p@da bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang
sejenis terdii atas:

a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester, dan
b. kegiatan mandiri 70 (lujuh puluh) menit per minggu per semester.

(9) Satu sks prada bentuk pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik
bengkel, praklik lapanga4 penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk
kegiatan merdeka b€lajar lainnya adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu
per semester.

Passl24

(l) Masa belajar Program Diploma III adalah 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester dan
dapat ditempuh paling lama 5 (lima) tahun arau l0 (sepuluh) semester.

(2) Masa belajar Program Diploma IV adalah 4 (empat) tahun atau 8 (delapan)
semester dan dapat ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas)
semester.

(3) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan proses belajar dalam waktu 3 (tiga)
tahun atau 6 (enam) s€mester bagi Progmm Diploma III dan 4 (empat) tahun atau 8
(delapan) semester bagi Program Diploma IV, dapat melakukan perpanjangan studi
sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Program Studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan
akademik mahasiswa, serta mengambil langkah yang diperlukan untuk membantu
mahasiswa agar dapat menyelesaikan proses belajar d&lam L-urun waktu yang
ditetapkan.

(5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
sebagai berikut:
a. pada akhir iahun pe(ama (semester Il), mahasiswa m€ndapatkan p€ringatan melalui

sistem informasi akademik (SIAKAD) apabila tidak mampu mencapai beban belajar
sekurang-kurangnya 36 sks dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.

b. pada akhir tahun kedua (semester IV), mahasiswa mendapatkan peringatan melalui
SIAKAD apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 72 sks
dengan nilai rata-rala minimal 2,00 ateu C.

c. pada akhir tahun ketiga (semester VI), mahasiswa mendapatkan peringatan melalui
SIAKAD apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 108 sks
dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.

d. pada akhir tahun keempat (semester VIII), bagi Program Diploma IV, mahasiswa
mendapat peringatan melalui SIAKAD apabila tidak mampu mencapai beban belajar
sekurang-kurangnya 144 sks dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.

e. pada akhir tahun ketiga (semester VI), bagi program Diploma III dan akhir tahun
kcempat (semester VIll) bagi Program Diploma IV, keberhasilan studi mahasiswa
dinilai untuk menentukan penyelesaian studi.

f. penyelesaian studi dapat dilakukan apabila mahasiswa telah mengumpulkan



sejumlah krcdit, minimum 108 sks bagi Program Diploma Ill &n 144 sks bagi
Program Diploma lV atau sesuai kurikulum progam studi, termasuk TA sena
memenuhi ketentuan:

i. IPK> 2,00; dan
ii. Tidak ada nilai D dan/atau E.

g. mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada huruf I dapat diberikan
perpanjangan masa belajar apabila memenuhi ketentuan.

(6) Pada akhir tahun kesepuluh semester X) bagi Program Diploma III dan ketujuh
(semester XIV) bagi Program Diploma IV, keberhasilan studi mahasiswa dinilai
untuk menentukan penyelesaian atau p€mberhentian st\tdi (drup orl) dengan
kelentuan s€bagai berikut:
a. penyelesaian studi dapat dilakukan apabila mahasiswa memenuhi persyaratan

sebagaimana ayat (5) huruf f.
b. pemberhentian studi (drop or,rr) dilakukan apabila mahasiswa tidak mcmenuhi

ketentuan ayat (5) huruf f
(7) Mahasiswa yang mengajukan p€ngunduran diri diberi surat penetapan pengunduran diri

dari Universitas atas usulan Sekolah Vokasi dan diberi daftar mata kuliah yang telah
ditempuh sesuai ketentuan yang bedaku.

BAB IX
KURIKULUM

Pasal25

(l) Progam Vokasi menerapkan kurikulurn yang mengacu pada standar KKNI dan SN
DIKTI,
Pelaksanaan kurikulum Program Vokasi dilaksanakan dengan menggunakan sks.
Kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (l) disusun dengan komposisi praklikum
minimal 60% dan teori maksimal 40%.
Kurikulum Program Diploma III dirancang uffuk penerapan model pembelajaran 3:2:l,
yaitu perkuliahan di kampus selama 3 (tiga) semester, magang industri selama 2 (dua)
sem€sler, dan TA selama I (satu) semester.
Kurikulum Program Sa{iana TerapenDiploma IV dirancang untuk penerapan model
pembelajaran 4:3i1, yaitu perl-uliahan di kampus selama 4 (emp@t) semester, magang
industri s€lama 3 (tiga) semester, dan TA selama I (satu) semester.

(2)
(3)

(4)

(5)

Pasal26

(l) Program Studi wajib melakukan pen).usunan rumusan CPL sebagaimana dimaksud
pada pasal l0 ayat (l), prenlusunan kurikulum, penetapan beban sks untuk setiap mata
kuliah, dan p€nerapan ku kulum dengan mengacu pada pedoman panduan penyusunan
kurikulum perguran tinggi yang diterbitkan oleh universitas.

(2) Program Studi melakukan peninjauan kembali kurikulum setiap tahun dan melaporkan
hasil review kepada Direktur

(3) Program Studi dapat melakukan pengembangan kurikulum setiap 3 (tiga) tahun sekaii
alau kurang dari 3 (tiga) tahun sesuai kebutuhan.

(4) Kurikulum wajib memuat mata kuliah umum yang ditetapkan oleh Pemerinrah Repubik
lndonesia. Universitas. dan Sekolah Vokasi.

(5) Kurikulum program diploma ditetapksn oleh Rektor dengan mengikuti prosedur
sebagai berikul :

a. Kepala Program Studi mengusulkan lrurikulurn kepada Direktur setelah melakukan
kajian secara seksama dan terdokumentasi.

b. Direktur melakukan rekonsiliasi kurikulum semua Program Studi dan membuat
usulan penetapan kurikulum kepada Rektor.

c. penjaminan mutu dan audit mutu atas f,enFsunan, penin_jauan kembali dan revisi
kurikulum dilakukan oleh Lembaga Pengembangan dan penjaminan Mutu
Pendidikan (LPPMP).



(l) Mahasiswa diwajibkan melaksanakan registrasi akademik dan perencanaan studi
dengan persyaratan, tala cara, dan waktu p€laksanaan sesuai dengan ketentuan yang
berlalu.

(2) Rcncana studi sebagaimana dimaksud ayat (l) dilaksanakan dengan bimbingan dan
persetujuan PA.

(3) Ketentuan dan tata cam registrasi dan perencanaan studi diatur dengan Keputusan
Rektor.

(4) Beban belajar mahasiswa pada semester satu dan dua maksimal 20 sks dan disedialan
dalam bentuk paket yang ditentukan oleh Program Studi.

(5) Setelah dua semester pertama mahasiswa dapat mengambil beban belajar sesuai dengan
IPS sebelumya, yaitu:.

a. IPS ) 3 dapat mengambil paling banyal 24 sks;
b. tPS < 3 mengambil sks sesuai paket.

BAB X
Rf,GISTRASI DAN PERf,NCANAAN STT]DI

P8381 2?

BAB XI
PENGELOLAAN PEMBELAJAR{N

Prsal2E

Pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Program Studi berdasarkan kurikulum.
Universitas dan Sekolah Vokasi menetapkan mata kuliah yang wajib dimasukkan
dalam kurikulum sebagai dasar penciri Universitas atau Sekolah Vokasi.
Setiap mata kuliah dapat berbentuk kelas tunggal maupun kelas paralel.
Setiap kelas pada Ilmu Sains dan Teknologi sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima)
mahasiswa, sedangkan pada kelas llmu Sosial dan Humaniora sekurang-kurangnya
memiliki l0 (sepuluh) mahasiswa, urtuk dapat diakui sebagai beban kineda dosen.
Perkecualian sebegaimana diatur pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Rekbr.
Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) wajib:
a. menyusun kurikulum berbasis KKNI dan SN Dilrri;
b. menlusun RPS untuk setiap msta kulish;
c. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, proses, dan

p€nilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai CPL;
d. melakukan kegiatan sistematik yang menciptakan suasana akademik dan budaya

mutu yang baik;
e. melakukan pengukuran CPL berdasarkan nilai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

(CPMK) dan bobot nilai CPMK dari mata kuliah-mata kuliah pendukung pada
masing-masing CPL di setiap semester yang dicantumkan dalam Sk?I,

f. melakukan kegiatan p€mantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka
menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran, dan

g. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan
informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan serta pengembangan mutu
pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal29

(l) Mahasis*a di*ajibkan mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya secara
tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang b€rlaku.

(2) Kegiatan pembelajann sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sifat interaktif,
holistik, integatif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaborarif, dan berpusat
pada mahasiswa.

(3) Prcses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) wajib menggunakan melode
pembelajaran yang efektif sesuai dengan kankteristik mata kuliah untuk mencapai

(l)
t2)

(3)
(4)

(5)
(6)



kompetensi tenentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan
CPL

(4) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi diskusi
kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajann kolaboratii pembelajaran kooperatif.
pembelajaran berbasis projek, pembelajaran berbasis masalah, I,eninjauan kembali
jumal, atau metode pemb€lajaran lain, yang dapat secara efekrif memfasilitasi
pemenuhan CPL.

(5) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa melode
pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan diwadahi dalam suatu bentuk
pembelaj aran.

(6) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada oyat (5) dapat berupa kuliah,
responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik
lapangan, praktik ke{a, penelitian, p€rancangan, atau pengembangan, pelatihan
militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian
kepada masyaBkat.

(7) Bentuk pembelajarar selain yang dimaksud pada ayat (6), wajib ditambah.kan bentuk
pembelajaran yang berupa p€nelitian sekurang-kurangnya 4 (empat) sks dan
pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya 2 (dua) sks.

(8) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sampai dengan ayat (7) dapat
dilaksanakan secara ludng, daring, dan bauran.

(9) Pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (6) dilaksanakan sebanyak minimal
l6 minggu dalam satu semester, temasuk kegiatan penilaian pembelajaran.

(10) Sebelum melaksanakan pernbelajaran untuk setiap mata kuliah, dosen secan mandiri
atau secara bersama-sama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu p€ngetahuan

dan/atau teknologi dalam Program Studi, wajib menyusun RPS.
(ll) Ketentuan tentang RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diatur dengan

Keputusan Rektor.

Pasalf,o

(l) Rencana, metode, bentuk, dan proses pembelajaran disusun oleh dosen dan
dilaksanakan oleh dosen bersama mahasiswa dengan mengacu pada bul-u pedoman
Kurikulum Pendidikan Tinggi yang diterbitkan oleh Univenitas.

(2) Mahasiswa diwajibkan mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya sesuai

dengan RPS yang ditetapkan oleh dosen.
(3) Dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah mempunyai wewenang penuh untuk

menenhrkan, merancang, dan melaksanakan metode, aturan, dan tata cara
pembelajann.

(4) Dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah bertanggung jawab penuh atas
pelaksanaan pembelajaran.

(5) Pembelajaran mempertimbangkan kebutuhan khusus, keterbatasan, dar/atau hambatan
yang dialami mahasiswa disabilitas,/berkebutuhan khusus.

Pasal Jl

(l)
(2\

Bahasa penganta. resmi yang digunakan dalam pembelajaran adalah Bahasa Indonesra
Bahasa daerah tertentu darratau bahasa asing tertentu dapat digunakan sebagai bahasa
pengantar dalam p€mbelajaran sepanjang sesuai dengan kurikulum.

Passl 32

(l) Mahasiswa wajib memiliki sertifikat tes bahasa Inggris untuk tujuan komunikasi
intemasional Englkh fot Academic I'urpses, 7es of English f(t lntemutit)nul
(irmnunication, alatt'lbsl of Englu'h as o l.bteign Language dergan skor yang
ekuivalen.



(2) Unit Pelaksana Teknis Bahasa Univenitas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan

Wlalihan l.:nglish for Academic Purposes,l'est of f)ngltsh li)t lnternationul
( ommunrcdl@n, atat) lb of linglish at a l:oreign Languuge.

(3) Penguasaan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayal (l) menjadi salah satu
syarat bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian TA.

BAB XII
BENTT]K PEMBELAJ.{RAN MERDf, KA

Pasal 33

Bentuk Pembelajaran PMB dapat dilakukan di dalam dan di luar Program Studi
Bentuk pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
merupakan pembelajaran yang terdiri atas:

a. pembelajann dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang samai
b. pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
c. pembelajaran dalam Program Studi lain p@da Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
d. pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan
perjanjian kerja sama antar perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil
kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.
Bentuk pembelajaran I (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praltik
studio, praktik bengkel, praktik lapangaq praltik kerja, penelitian, p€rancangan, atau
pengembangan, p€latihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/alau
p€ngabdian kepada masyarakat, setara 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu p€r
semester kecuali ditentukan lain dalam Keputusan Rektor.
Benruk-bentuk PMB:
a. pertukaran Pelajar,
b. magang,Praktik keria,
c. asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
d. penelitianRis€t;
e. proyek Kemanusiaan;
f. kegiatan Wirausaha;
g. studi/Proyek Independen; dan
h. membangun Desa,/Kuliah Kerja Nyata Tematik;
Pembelajaran di luar program srudi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
Pembelajaran di luar program studi dilaksanalian hanya bagi progam Sarjana
Terapan/Diploma IV.
Pelaksanaan nota kesepahaman (MoU), Sulat Perjanjian Kerjasama (SPK)/1\4oA
disusun sesuai dengan Peraturan Rektor
Pelaksanaan bentuk-bentuk PMB mengacu pada buku panduan.

(3)

(4)

(s)

(6)
(7)

(8)

(e)

Pasal 34

(l) Pertukaran pelajar adalah progam yang memberi kesempatan pada mahasiswa
untuk mengambil mata kuliah di luar Program Studi.

(2) Yang dimaksud di luar Program Studi adalah:
a. prognm studi lain yang berbeda da,am satu Perguruan Tinggi;
b. program studi lain yang berbeda di luar Perguruan Tinggi, dalam wilayah

Indonesia;
c. program studi lain yang berbeda di Perguruan Tinggi di luar negeri;
d. program studi yang sama di Perguuan Tinggi yang berbeda dalam wilayah

Indonesia:
e. prognm studi yang sama di Perguruan Tinggi luar negeri; dan
f. lembaga non perguruan tinggi.

(3) Program studi yang dimakud di ayat (2) adalah program sudi yang sudah
memiliki MoU.

(r)
l2l



(4) lurnlah sks yang boleh diambil mahasiswa dalam program pertukaran pelajar
makimal 20 (dua puluh) sks.

(5) PA menyetujui pengambilan mata kuliah dalam pro$am pertukaran pelajar yang
dibuktikan melalui KRS

(6) Pengambilan mata kuliah dalam pertukaran p€lajar dapat diambil mulai semester 5

(lima).
(7) Mata kuliah yang dipilih hendaknya dapat memperkaya dan memberikan manfaat

dalam mewujudkan profil lulusan Program Studi atau menambah kompetensi
mahasiswa.

(8) Pelaksanaan pertukaran pelajar mengacu pada panduan.

Pesrl 3S

(l) Magang bertujuan memberikar pengalaman kontekstual kepada mahasiswa dan

I,embelajaran langsung di tempat kerja (etperienrial lcaming) sehinqga mahasiswa
mendapatkan kemampuan teoritis dan praktis (hardskills), penyelesaian masalah
kompleks (complex problem solving), kemampuan a,]laliis lanalt'tical ski//s), maupun
kemampuan interpersonal dan intrapersonal (soft sk ls) b€rupa etika profesi/kerja,
komunikasi, kerja sama.

(2) Magang dibimbing dan dinilai oleh dosen dan supervisor dari lembaga,/institusi
magang.

(3) Magang dilaksanakan sesuai dengan dokumen kerj& sams (MoU/SPK) yaflg disepeksti
kedua belah pihak.

(4) Pelaksanaan Magang/Praktik mengacu pada panduan.

PasalS6

(l ) Asistensi mengajar di satuan pendidikan bertujuan:
a. memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang

pendidikan untuk turut sena mengajar dan memperdalam ilmu dengan cara menjadi
guru di satuan pendidikan; dan

b. membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi p€ndidikan
dasar dan menengah dengan pendidikan ringgi dan p€rkembangan zaman.

(2) Asistensi mengajar di satuan pendidikan dapat diambil mahasiswa yang sudah
menempuh 84 (delapan puluh empat) sks.

(3) Asistensi mengaja. di satuan p€ndidikan dibimbing dan dinilai oleh dosen dan guru
pendamping di satuan pendidikan.

(4) Asisrensi mengajar di satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan dokumen kerja
sama (MoU/SPK) yang disepakari kedua belah pihak.

(5) Asistensi mengajar di satuan pendidikan mengacu pada ponduan.

P{sal.l7

(l ) Penelitian/riset mahasiswa bsrtujuan untuk membangun cara berpikir kritis di berbagai
rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi, sehingga lebih mendalami,
memahami, dan mampu melakukan metode riset secam baik.

(2) Mahasiswa wajib dibimbing oleh dosen.
(3) I (satu) sks setara dengan 2.720 (du ribu tujuh ratus dua puluh) menit dari kegiatan

riset yang dilakukan oleh mahasiswa.
(4) Penelitiar/riset dibimbing serta dinilai oleh dosen pembimbing dan koordinator yang

dilunjuk oleh lembagrlaboratorium tempat mahasiswa mengikut kegiatan riset.
(5) Penelitian/risei mengacu pada pandun.

Pasal J{t

( 1) Proyek kemanusiaan bertujuan untuk



a. menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai ksrnanusiaan dalam
menjalankan tugas b€rdasarkan agama, moral, dan etika,

b. melatih mahasiswa memiliki kep€kaan sosial untuk menggali dan menyelami
permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan
keahlian; dan

c. membantu individu maupun komunitas dalam mengembangkan dan meningkarkan
keterampilan serta kemampuan menggunakan sumber daya yang ada untuk
menyelesaikan pemasalahan yang dihadapi.

(2) Proyek kemanusiaan berups kegiatan relawan di lembaga:
a. nirlaba yang bergerak di bidang kemanusiaan, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan,

baik di dalam maupun luar negeri: atau
b. pemerintahan yang bergerak di bidang kesejahreman, kemanusiaan, kesehatan, dan

pendidikan.
(3) I (satu) sks selara dengan 2.720 (dt.ra ribu tujuh ratus dua puluh) menit dari proyek

kemanusiaan.
(4) Proyek kemanusiaan dibimbing dan dinilai oleh dosen pembimbing dan

supervisor/mentor.
(5) Proyek kemanusiaan mengacu pada panduan.

Prrrl -lr)

( I ) Tujuan progmm kegiatan wirausaha anara lainr
a. meningkatkan minat b€rwirausaha pada mahasiswa untuk mengembangkan

usahanya lebih dini dan terbimbing; dan
b. memfasilitasi wirausaha mahasiswa agar bisa mengurangi angka pengangguran.

(2) I (satu) sks setara dengan 2.120 (dw ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan
wirausaha.

(3) Kegiatan wirausaha dibimbing dan dinilai oleh dosen pembimbing dan mentor pakar
wirausaha atau pengusaha yang telah berhasil.

(4) Kegiatan wirausaha mengacu pada panduan.

Pasal.l0

(1) Tujuan studi/proyek independen antara lain:
a. mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif;
b. menyelenggankan proyek berbasis riset dan pengembangan (R&D), dan
c. meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan intemasional.

(2) Mahasiswa membentuk tim studi/proyek independen yang terdiri atas mahasiswa lintas
Program Sludi dan/atau lintas Fakultas.

(3) I (satu) sks setara dengan 2.720 (d\a ribu tujuh ratus dua puluh) menit studi/proyek
independen.

(4) Studi/Eoyek independen dibimbing serta dinilai oleh pendamping/pembimbing dan
ahli sesuai bidang.

(5) Studi/proyek independen mengacu pada panduan.

Pasal ,ll

(1) Tujuan membangun desaXKNT adalah
a. memberikan kesempatan untuk mengimplentasikan ilmu pengetahuan, teknologi,

dan keterampilan yang dimilikinya bekeda sama dengan banyak pemangku
kepentingan di lapangan; dan

b. membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan
Kementerian Desa PDTT

(2) Bentuk membangun desa./KKNT adalah mendampingi perencanaan program, mulai
dari kajian potensi desa, masalah dan tantangan pembangunan di desa, menyusun
prioritas pembangunan, merancang program, mendisain sarana prasarana,



memberdayakan masyarakat, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, menyupen rsr
pembangunan, hinggd pemantauan dan evaluasi.

(3) Kegiatan Membangun des&/KKNT boleh diambil mahasiswa yang sudah menempuh
84 (delapan puluh empat) sks.

(4) Radius desa sasaran dengan kampus dirancang 200 km.
(5) I (salu) sks setara dengan 2.120 (dl.t,a ribu tujuh rslus dua puluh) menil Kegiatan

membangun desa/KKNT.
(6) Hasil kegiatan membangun desa,iKKNT dapat diekuivalensikan dengan sknpsi atau

TA.
(7) Penilaian membangun Des, KKNT oleh dosen pembimbing dan supervisor desa

tempst mahasiswa melakukan kcgiatan proyek.
(8) Pelaksanaan kegiatan membangun desa,/KKNT mengacu pada panduan.

(1)
(2\

Magang Industri dilakukan melalui sistem pembelajaran terpadu.
Sistem pembelajaran terpadu bertujuan untuk:
a. meraih capaian p€mbelajaran;
b. memperoleh pengetahuan, keterampilan umum, dan keterarnpilan khusus/keahlian

kerja, dan
c. inlemalisasi sikap profesional dan budaya keda yang sesuai serta diperlukan bagi

dunia usaha dan dunia industri.
Magang industri dihargai dalam bentuk sks yang terpadu dalam kurikulum.
Alokasi waktu kegistan magang industri adalah 5 (lima) hari kerja per minggu dan 8
(delapan)jam per hari.
Pengakuan sks dihitung berdasarkan penghitungan sks pratlikum, praktik studi, praktik
bengkel, atau praktik lapangan, yaitu I (satu) SKS setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh
ratus dua puluh) menit magang.
Perancangan dan implementasi psmbelajaian terpadu dilakukan oleh Sekolah Vokasi
bekerja sama dengan organisasi profesi, asosiasi keilmuan, asosiasi industri, dunia
usaha, dan/atau dunia industri.
Sekolah Vokasi menetapkan kiteria kelulusan mahasiswa peserta magang industri.

BAB XIII
MACANG INDUSTRI

Pasal 42

BAB XTV
PENILAIAN PIMREI,A.IARAN

Pasal43

3

4

(5)

(6)

(7)

(l)
(.21

Penilaian pembelajaran meliputi CPL dan kompetensi tambahan.
Mahasiswa wajib mengikuti penilaian proses dan hasil belajar sesuai dengan tuntutan
kurikulum.
Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian CPMK
sesuai kompetensi mahasiswa dalam bentuk sikap, pengetahuan, kelerampilan
umum, dlrn keterampilan khusus yang tclah ditetapkan dalam kurikulum program
studi.
Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas penilaian
proses dan hasil setiap lahapan kemampuan yang tertera pada rencana pembelajaran
yang disusun oleh dosen atau tim dosen pengampu.
Penilaian proses disusun masing-masing dosen atau tim dosen pengampu dalam
bentuk rubrik dar/atau penilaian hasil dalam bentuk ponofolio atau karya desain
sesuai kesepakatan dengan mahasiswa melalui kontrak pembelajaran
Penilaian pembelajaran dapat dilakukan dengan teknik tes tertulis, tes lisan, unjuk
kerja, observasi, wawancatr, angket, proyek, penugasan, dan teknik lain yang
relevan.

(3)

(4)

(s)

(6)



(7) Penilaian pembelajaran bagi mahasiswa disabilitasfuerkebutuhan khusus dilakukan
secara fleksibel dengan mempertimbangkan keterbatasan dan hambatan yang dialami

(8) Penilaian pembelajaran pada kelas paraiel diatur oleh tim dosen pengampu untuk
mencapai kesepakatan pencapaian kompetensi lulusan yang terstandar.

(9) Penilaian pembelajaran didasarkan pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel,
dan rransparan )ang dilalukan secara terintegrasr

(10) Pelaksanaan penilaian pembelajaran dapat dilakukan oleh dosen atau tim dosen
dengan atau tanpa mengikutsefiakan mahasiswa dar/atau pemangku kepentingan
yang lain.

(11) Pelaporan penilaian CPMK dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu
semester y&itu penilaian tengsh semester dan akhir semester.

(12) Mahasiswa dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan penilaian apabila persentase
kehadiran pemb€lajaran lebih dari atau sama dengan 75o/o.

(13) Nilai hasil penilaian pembelajaran memiliki skala ,l (empat), dengan rentang 0 4
(nol sampai dengan empat).

(14) Mahasiswa dinyatakan lulus dalam penilaian suatu mata kuliahjika nilai akhir pada

mata kuliah tersebut minimal 2,00 (dua koma nol nol) atau C.

Pasal 44

('1) Mahasiswa yang belum mencapai standar minimal kelulusan 2,00 atau (C), dapat
diberi kesempatan untuk melakukan pe6aikan nilai melalui pengajaran remedial
yang diberikan oleh doseo sebanyak satu kali sebelum pengumuman hasil penilaian
(yudisium).

(2) Mahasisrva yang sudah lulus mata kuliah tertentu tetapi masih menginginkan
perbaikan nilai, wajib mengikuti kuliah pada semester berikutnya dengan
memasukkan mata kuliah tersebut ke dalam KRS.

(3) Nilai yarg digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai terakhir.
(4) Ketentuan teknis mengenai pengajaran remedial sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

diatur dengar Keputusan Rel:tor.
(5) Penentuan kelulusan suatu mata L-uliah didasarkan pada kriteria p€nilaian acuan

palokan.
(6) Nilai akhir suatu mata kuliah diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan

sebagai berikut:
Rentang Skor-S Rentang Nilai (skala 4)

(skala 100)

sr 85
Angka

4.00

3.70

3.30
3.00

2.70

2.00

L00
0.00

Huruf

80<s<85
75<S<80
70<s<75
65<s<70
60<s<65
55<S<60

s< 55

B+
B
C+
C

D
E

RAB XV
TUGAS AKHIR

Pasal 45

(l) Mahasiswa Program Diploma III wajib menyusun TA dengan beban 4 (empat) sks
setelah menyelesaikan beban belajar paling sedikit 85 (delapan puluh lima) sks.

(2) Mahasiswa Program Diploma lV wajib menyusun TA dengan beban paling sedikit 4
(empat) sks setelah menyelesaikan beban belajar paling sedikit 100 (seratus) sks.



(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)
(e)

TA sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat ditulis berdasarkan laporan hasil
penelilian atau laporan hasil magang dengan mempertimbangkan karakteristik Program
studi.
Dalam proses penyelesaian TA, mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) dosen pembimbing
yang berasal dari dosen tetap Sekolah vokasi dan dosen industri.
Jangka watlu penulisan TA paling lama adalah l2 (dua belas) bulan.
Jika sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum
selesai, Kepala Program Studi wajib mengambil langkahlangkah untuk mempercepat
penyelesaian sesuai dengan permasalahan yang dihadapi mahasiswa.
LangkahJangkah sebagaimana dimakud pada ayat (6) dapat berupa peringatan tertulis,
pengisian surat pemyataan, dan penggantian pembimbing.
Setelah selesai menyusun TA, mahasiswa wajib mengikuti ujian TA.
Ketentuan tentang ujian TA diatur oleh Progam Studi.

BAB XVI
KELT]LTISAN. GI,LAR DAN IJAZAH

Pasal 46

(l) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan Program Diploma apabila
mahasiswa telah menempuh seluruh beban belajar dan memenuhi CPL IPK lebih besar
atau sama dengan 2,00 (dua koma nol) dan tidak ada mata kuliah yang tidak lulus.s

(2) Mahasiswa dapat menempuh ujian TA apabila sudah menyelesaikan semua mata
kuliah.

(3) Tanggal p€nyelesaiaD pendidikan Program Diploma sebagaimana dimaksud pada ayat
( I ) adalah tanggal kelulusan pada saat pelaksanaan ujian TA.

(4) Apabila sampai batas akhir waktu revisi TA b€lum dapat diselesaikan, maka mahasiswa
yang bersangkutan harus diuji ulang.

(5) Predikat kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan
kriteria sebagai berikut form pasal 44 (6)

IPK
2,76 - 3,00
3,01 - 3,50 Sangat Memuaskan
3,51 - 4,00 P$ian (( unluutle) dengan masa studi maksimum 6 (enam)

semester untuk Progam Diploma llt dan 8 (delapan) semester
untuk Sadana Te.apan/Program Diploma IV

Predikat Kelulusan
Memuaskan

(6) Mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan diberi gelar sesuai dengan peraturan p€rundangan.

(7) Mahasiswa dengan IPK kurang dari 2,76, dinyatakan lulus dengan tidak diberikan
predikat.
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(l) Mahasiswa yang dinyatakan lulus mengikuti wisuda yang diselenggarakan oleh
Universitas.

(2) Untuk dapat mengikuti wisuda mahasiswa yang b€rsangkutan harus memenuli
persyantan administrasi yang ditetapkan oleh Universitas.
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( I ) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Program Diploma berhak menerima
ijazah, transkrip nilai, dan SKPI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) ljazah dan transkrip nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditandatangani oleh
Direktur dan Rektor.

(3) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditardatangani oleh Direktur.

l



(4) Surat keterangan pcrbaikan penulisan ijazah atau, transkrip nilai diterbitkan apabila
terdapat kesalahan dalam penulisan ijazah atau transkrip nilai.

(5) Surat keterangan perbaikan penulisan ijazah da alau transkrip nilai diterbitkan oleh
Rektor atas p€rmi aan Direktur.

BAB X!'II
Pf,RPANJANGAN STUDI. SELANG STUDI, TIDAK AKTIF STUDI DAN

PENGUNDURAN DIRI
Pa3rl49

(1) Perpanjangon studi dapst diberikan kepada mahasiswo yang belum dapat
menyelesaikan studi sesuar'dengan batas wallu yang ditetapkan.
Perpanjangan studi diajukan tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan melalui
pimpinan Sekolah Vokasi sesuai dengan mekanisme dan waktu yang telah ditetapkan
Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk satu semester
Perpanjargan studi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diberikan maksimal 2 (dua)
kali, mulai semester 9 (sembilan), untuk mahasiswa Program Diploma lll.
Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diberikan maksimal 4 (empat)
kali, mulai semester 1l (sebelas), untuk mahasiswa Program Sarjana 'IerapadProgram

Diploma IV.
Perpanjangan studi hanya diberikan kepada mahasiswa yang sudah lulus seluruh mata
kuliah kecuali penulisan TA.

Selang studi dilakukan dengan seizin Rektor atas usul Direktur.
Waktu selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak dihitung sebagai masa
studi dan hanya dapat diberikan maksimal selama 2 (dua) kali.
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Mahasiswa tidak aktif studi wajib membayar biaya pendidikan penuh sesuai dengan
UKT,
Mahasiswa yang tidak registrasi diberi peringatan tertulis.
Mahasiswa yang tidak rsgistrasi selama 3 (tiga) semester benurut-turut tidak
diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan mengundurkan
diri sebagai mahasiswa.

Pasal 53

(.2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(l)
(2)

(l) Permohonan izin selang studi diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah
menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.

(2) Mahasiswa selang studi tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 50o/o dari
Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku di Program Studi.

(3) Mahasiswa yang aldif kembali dib€ri kes€mpatan melanjutkan studinya pada semester
berikutnya setelah memenuhi kewajiban administrasi.
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(1)

(2)
(3)

(l) Mshasiswa berhak mengundurkan diri apabila memenuhi syarat dan telah bebas dari
kewajiban administrasi.

(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mengajukan permohonan tertulis
kepada Rektor melalui Direllur dengan melengkapi berkas persyaratan.

(3) Rektor menerbitkan dan menandatangari surat pengunduran diri mahasiswa.

Pasal50



BAB XVIU
MAHASISWA PINDAHAN

Passl54

(l) Univenitas dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan
kelentuan sebagai berikut:
a. program studi asal mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program Studi di

Universitas;
b. akreditasi program studi asal mahasisrva sama dengan atau lebih baik dari

akreditasi Program Srudi dr Universitas;
c. daya tampung di Progrsm Studi di Universitas masih memungkinkani
d. mahasiswa pindahan telah menyelesaikan beban studi di program studi asal

minimal 40 (empat puluh) sks dan maksimal 60 (enam puluh) sks dengan IPK
minimal 1.00 (liga koma nolt.

e. masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan
sesuai dengar ketentuan Unrversitas.

f. mahasiswa pindahan wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang
diselenggarakan oleh Program Studi di Universitas dan dinyatakan lulus;

g. mahasiswa yang bersangkutar harus menempuh mata kuliah yang diwajibkan oleh
Program Studi sesuai dengan kurikulum;

h. mahasiswa pindahan mengajukan permohoflan pindah secara tertulis kepada
Rektor dan tembusannya disampaikan kepada Direktur dan Kepala Program Studi;

i. mahasiswa pindahan menyeral*an izin pindah secara tertulis dari Rektor
p€rguruan tinggi asal;

j. kepindahan ke Universitas didorong oleh alasan-alasan yang dapat diterima oleh
pihak Universitas,

k. Rektor menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atas
pertimbangan yang diberikan oleh Direktur dan Kepala Program Studr.

(2) Mahasiswa dimungkinkan pindah Program Studi di lingkungan Universitas dengan
ketentuan sebagai berikut.
a. mahasiswa yang bersangkutan mendapat rekomendasi pindah Program Studi dari

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mulu Pendidikan;
b. peringkat akreditasi Program Studi asal mahasiswa sama dengan atau lebih baik

dari pada Program Studi yang dituju;
c. daya tampung Program Studi masih memungkinkan;
d. mahasiswa telah menyelesaikan beban studi di Program Studi asal minimal 36

(tiga puluh enam) sks dan maksimal 60 (onam puluh) sks dengan IPK minimal
2.50 (dua koma lima):

e. masa siudi yang telah ditempuh mahasiswa di Program Studi asal diperhitungkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. mahasiswa wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan
oleh Pro$am Studi yang dituju dan dinyatalan lulus;

g. mahasiswa harus menempuh mata kuliah yang diwajibkan oleh Program Studi
sesuai dengan kurikulum,

h. mahasiswa mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor. dan
tembusannya disampaikan kepoda Direlrtur dan/atau Kepala Program Studi yang
dituju;

i. mahasiswa menunjuklan izin pindah secara tertulis dari Direktur dan/ atau K€pala
Progam Studi asal;

j. kepindahan ke Progam Studi lah didorong oleh alasan-alasan yang dapat
diterima oleh Program Studi yang diruju;

k. Reklor menyetujui dan menetapkan kepindahan mahasiswa setelah menerima
penimbangan dari Direkur dan/atau Kepala Program Studi yang dituJu



(t)
(2)

Mahasiswa Asing berhak mengikuti semua proses pembelajaran sesuai kurikulum.
Ketentuan mengenai Mahasiswa Asing diatur lebih ianjur dalam Kepulusan Rektor

Prsrl56

BAB XIX
MAHASISWA ASING DAN PENGAKUAN ANGI'{ KREDIT

Psssl 55

BAB XX
PENJAMTNAN MIJTTJ PENDIDIRAN

Pssal 57

RAR XXI
PT]I\IBIIlIBIN(; A KAI)ENII K
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(l) Program Studi dapat menyelenggankan kuliah khusus bagi mahasiswa asing dan atau
mahasiswa dari Progam Studi/ Fakuhav Perguruan Tinggi lain di dalam atau di luar
Universitas untuk mendapstksn peng&kuan kredit.

(2) PenyelenggaBan kuliah khusus bagi mahasiswa asing dar/atau mahasiswa dari progam
studi/ fakultas/ perguruan tinggi lain di dalam atau di luar universitas unh.rli
mendapatkan pengakuan kredit sebagaimana dimaksud ayat (l) dilakukan melalui
Fakultas.

(3) Progmm Studi menetapkan kite.ia ktlsus bagi calon mahasiswa pengambil mata
kuliah pengakuan kredit.

(4) Penetapan kriteria khusus bagi calon mahasiswa pengambil mata kuliah pengal-uan
kredit sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dilakukan melalui Fakultas.

(5) Mahasiswa yang mengambil program pengakuan kredit harus melakukan registrasi
melalui bagian akademik Universitas sesuai mekanisme yang berlaku.

(6) Mahasis\r€ dapat mengambil mata kuliah tertentu di luar Prognm Studi./ Fakultas baik
di dalam maupun di luar negeri dan diakui perolehan kreditnya.

(7) Masa perkuliahan bagi mahasisw& pengambil matakuliah pengakuan kedit, sekuang-
kurangoF I (satu) semester atau setara dengan 16 (enam b€las) tatap muka termasuk
penilaian tengah dan akhir semester.

(8) Semua biaya yang timbul akibat pengambilan matakuliah pengakuan kredit menjadi
tanggung jawab mahasiswa.

(9) Pengakuan kredit diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

(l) Penjaminan mutu pendidikan merupakan akttvitas asesmen mutu penyelenggaraan
pendidikan.

(2) Penjaminen mutu pendidikan sebogaimana dimaksud pada ayat ( I ) dilaksanakan secara
intemai dan ekstemal.

(3) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Program
Studi, Fakultas, dan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
(LPPMP),

(4) Penjaminan mutu ekstemal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), lembaga akreditasi mandiri
(LAM), atau lembaga sertifikasi dan/atau akreditasi intemasional lain yang relevan

(l) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga mampu
menyelesaikan studi secara tepat waktu dan memperoleh prestasi akademik optimal,
Direltur melalui Kepala Program Studi menunjuk dosen sebagai PA.

(2) PA bersama-sama dengan Program Sludi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi
secara periodik dan terus menerus terhadap kegiatan akademik mahasiswa yang
dibimbing, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu



mahasiswa agar dapat menyelesaikan studinyo dalam kurun wa|lu yang ditetapkan dan
dapat memperoleh prestasi akademik optimal.

(3) Pembimbingan akademik dilakukan minimal 4 (empat) kali dalarn satu semester, yaitu
pada awal semester ( i kali), penengahan semester (2 kali), dan akhir semester ( I kali).

(4) Ketentuan dan tata cara pembimbingan akademik diatur lebih lanjut oleh Sekolah
Vokasi.

BAB XXII
ETIKA AKADEMIK
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(l)
(2\

Etiks akademik mencakup kode aik dosen dan tata tertib mahasiswa.
Kode etik dosen meliputi sikap tingkah laku dosen dalam melaksanakan tugas dan
kewajiban dalam hubungannya dengan Universitas, sesama dosen, mahasiswa, staf
administrasi, keluarga dan diri sendiri, masyarakat, serta profesi.
Tata tedb kehidupan mahasiswa merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur
tentang kehidupan malBsiswa yang dapat menciFakan suasana kondusifdan menjamin
berlangsungnya proses belajar mengajar secara tenrrah dan teratur.
Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) diatur dengan Keputusan Reklor
Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa wajib menaati etika akademik Universitas,
yang melipuri etika b€rtutur kata, b€rsikap, berpskaian, dan berperilaku.
Dosen yang melanggar kode etik dan mahasiswa yang melanggar tata kehidupan
mahasiswa memperoleh sanksi berdasarkan peraturan yang berlalu.

(3)

(4)
(s)

(6)

BAB XX t
KETf,NTUAN PENIITT]P
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Dengan diberlakukannya p€raturan ini maka Peraturan Rektor Nomor 583ruN27/HK/2016
tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Diploma dan Peraturan Reklor Nomor
28 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret
drcabut dan drnyatakan trdak berlaku lagr.
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Peraturan Reldor ini berlaku sejak semester Agustus 2020 - Januari 202 |

Ditetapkan di ; Surakarta
Pada tanssal :30 JUI 22i)

Di. Jsmal Wiwoho, S.H,M.Hum.
t(]61 I t08198702t001N'P


